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P U T U S A N 

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG 

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan 

putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Hak Asuh Anak  

antara: 

Pembanding, tempat/tanggal lahir Cianjur, 5 April 1982, agama Islam, 

pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di  

Kabupaten  Cianjur,  NIK. , dalam hal ini telah memberikan 

kuasa kepada Gin Gin Yonagie, S.H., Leli Puji Kusmiati, 

S.H.  dan Sri Rejeki, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum 

pada kantor LBH Kusumah Bangsa Cianjur, beralamat di 

jalan Hanjawar, Pacet RT. 01/17, Desa Sukanagalih, 

Kecamatan Pacet, Cianjur 43253, berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus tanggal 17 April 2022 yang terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 

Register 911/<No.Pkr>/RSK/2022/PA.Cjr. tanggal 18 April 

2022,  semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding; 

                                                          melawan 

Terbanding, tempat/tanggal lahir Cianjur, 7 Januari 1984, agama Islam, 

pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat 

tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan 

kuasa kepada Nadya Wikeu Rahmawati, S.H. dan Lidya 

Indayani Umar, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum 

pada LBH Perempuan dan Anak, beralamat di Jl. Dr. 

Muwardi No. 132 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa 

SALINAN 
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Khusus tanggal 02 Agustus 2022 yang terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 

Register 1968/<No.Pkr>/RSK/2022/PA.Cjr. Tanggal 08 

Agustus 2022, semula sebagai Penggugat sekarang 

Terbanding; 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan 

dengan perkara ini; 

DUDUK PERKARA 

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam 

Salinan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor  

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cjr.  Tanggal 4 Juli 2022 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut: 

DALAM KONPENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 

(nama anak), lahir tanggal 6 Mei 2019, berada di bawah pemeliharaan 

dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat (Terbanding); 

3. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk menyerahkan anak 

sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) tersebut kepada Penggugat; 

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah 

anak sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) tersebut setiap bulannya 

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selain biaya pendidikan dan kesehatan 

ditambah 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau 

berumur 21 tahun terhitung sejak anak tersebut berada dalam asuhan 

Penggugat;  

DALAM REKONPENSI 

- Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat 

Konpensi; 
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DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI 

- Membebankan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk 

membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar   

Rp.645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah); 

Bahwa pada waktu pembacaan putusan Pengadilan Agama 

tersebut Penggugat maupun Tergugat hadir di muka persidangan; 

Bahwa  atas  putusan  Pengadilan Agama  Cianjur  tersebut Tergugat 

untuk  selanjutnya disebut  sebagai Pembanding melalui Kuasa Hukumnya 

telah mengajukan  permohonan banding pada hari Kamis tanggal 14 Juli 

2022  sesuai Akta  Permohonan  Banding  yang dibuat oleh   Panitera     

Pengadilan Agama Cianjur Nomor 630/Pdt.G/2022/PA.Cjr. dan permohonan 

banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya 

disebut sebagai Terbanding pada hari Jum’at  tanggal 29 Juli 2022; 

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda 

Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama 

Cianjur Nomor 630/Pdt.G/2022/PA.Cjr. tanggal 28 Juli 2022 yang 

menyatakan sebagaimana dalam memori banding tersebut yang pokoknya 

memohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung untuk mengeluarkan putusan dengan amar putusan 

sebagai berikut: 

MENGADILI 

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;  

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 

<No.Pkr>/Pdt.G/ 2022/PA.Cjr. tertanggal 04 Juli 2022;  

MENGADILI SENDIRI: 

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembanding/Tergugat  untuk 

seluruhnya; 

2. Menetapkan hak asuh (Hadhonah) atas (nama anak), Perempuan, lahir 6 

mei 2019 berada dibawah pengasuhan (Hadhonah) 

Pembanding/Tergugat; 
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3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku; 

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).  

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada 

Terbanding pada Tanggal 29 Juli 2022 dan Terbanding telah mengajukan 

Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding 

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cjr. tanggal 8 Agustus 2022 yang dibuat 

oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur yang menyatakan mohon kiranya 

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat c/q. Majelis Hakim Tinggi 

Agama Jawa Barat yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan 

Putusan sebagaimana berikut: 

MENGADILI 

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat.  

- Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur No. 

<No.Pkr>/ Pdt.G/2022/PA.Cjr. tanggal 04 Juli 2022 baik dalam Konpensi 

maupun dalam Rekonpensi. 

- Membebankan biaya perkara dalam tingkat Banding kepada 

Pembanding/Tergugat. 

Atau: 

Apabila Majlis Hakim Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain mohon 

kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada 

Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2022; 

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding 

(Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur pada hari 

Senin tanggal 1 Agustus 2022, akan tetapi sampai saat ini Pembanding tidak 

melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) berdasarkan Surat Keterangan 

Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cjr. 

tanggal 15 Agustus 2022; 
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Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding 

(Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur pada hari 

Jum’at tanggal 29 Juli 2022, akan tetapi sampai saat ini Terbanding tidak 

melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) berdasarkan Surat Keterangan 

Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cjr. 

tanggal 12 Agustus 2022; 

Bahwa  permohonan banding tersebut telah terdaftar  di  Kepaniteraan  

Pengadilan  Tinggi  Agama Bandung pada tanggal 6 September 2022 serta 

telah diregister dengan perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan 

telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat 

Nomor: W10-A/2897/Hk.05/IX/2022 tanggal 6 September 2022 yang 

tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama 

berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa 

dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 Pembanding mempunyai legal standing  untuk mengajukan 

permohonan banding; 

Menimbang,  bahwa permohonan banding tersebut diajukan pada 

tanggal 14 Juli 2022, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh 

Pembanding  masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut 

ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan 

Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding 

secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding; 

Menimbang, bahwa  Pembanding dan Terbanding dalam perkara 

tingkat banding telah  memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat 

Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah  diperiksa  persyaratannya  

ternyata  telah  sesuai  dengan  ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-
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Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 

ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea 

Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai  legal standing untuk mewakili 

kliennya masing-masing dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai 

Pengadilan Tingkat Banding  yang juga  sebagai  judex  factie  agar dapat 

memberikan putusan yang benar dan adil berkewajiban untuk memeriksa 

ulang   apa   yang   telah   diperiksa,   dipertimbangkan   dan   diputus   oleh 

Pengadilan Tingkat Pertama  untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus 

kembali pada Pengadilan Tingkat Banding; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah 

mempelajari dan meneliti secara seksama  surat gugatan, Berita Acara 

Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan 

perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cjr. tanggal 4 Juli 2022 Masehi,  bertepatan  

dengan  tanggal  5 Dzulhijjah 1443 Hijriah,  serta Memori Banding  dalam   

berkas   perkara a quo, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding  

memberikan pertimbangan sebagai berikut: 

DALAM KONVENSI: 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak berperkara  akan tetapi tidak berhasil, begitu 

juga  upaya  perdamaian  melalui  proses  mediasi  dengan   mediator        

Drs. H. Adam Murtaqi, M.H., mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu 

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut 

telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1)HIR Jo. Pasal 

7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat 

dilanjutkan; 

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh 

Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat 

sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah 
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mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta 

hukum dalam perkara  a quo  dan karenanya diambil alih untuk dijadikan 

sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim 

Tingkat Banding berpendapat walaupun dalam tuntutan konvensi maupun 

tuntutan rekonvensi dalam obyek yang sama (tuntutan hak asuh anak), maka 

perlu mempertimbangkan tuntutan tentang Konvensi dan Rekonvensi 

tersebut mana yang patut dikabulkan dan mana yang patut ditolak, sehingga 

akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding agar anak 

hasil pernikahannya dengan Pembanding yang bernama (nama anak), 

Perempuan, lahir pada tanggal 6 Mei 2019  yang sejak terjadi perceraian 

antara Terbanding dengan Pembanding anak tersebut berada pada 

Pembanding dan yang mengurusnya adalah istri baru Pembanding 

sedangkan Pembanding sendiri bekerja di Jakarta, juga setiap Terbanding 

ingin bertemu anak seijin Pembanding akan tetapi untuk sekedar mengajak 

anak keluar untuk bermain tidak diberikan ijin oleh Pembanding, juga 

mengingat anak tersebut belum mumayyiz sehingga Terbanding memohon 

agar hak asuh anak (Hadlonah) diserahkan kepada Terbanding selaku ibu 

kandungnya; 

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding  sebagaimana tersebut 

di atas Pembanding pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas 

alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Terbanding tersebut, justru bilamana 

anak ada pada Terbanding maka pengurusannya diserahkan kepada asisten 

rumah tangga karena Terbanding sebagai seorang guru tidak mungkin dapat 

mengurus anak karena kerjanya dari pagi sampai sore juga anak sudah 

betah bersama Pembanding, dan walaupun Pembanding bekerja di Jakarta 

namun dua hari sekali pulang ke rumah, sehingga lebih baik anak diurus dan 

diasuh serta bersama Pembanding bersama ibu sambungnya; 

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh  

(Hadlanah) atas anak, pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa 

yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam 

perkara  a quo adalah apakah Terbanding ataukah Pembanding  yang lebih 
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layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak tersebut, oleh 

karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih 

dahulu, apakah hak asuh atas anak (Hadlanah) semata-mata merupakan 

hak orang tua ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan 

perlindungan dari orang tuanya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: 

“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 

keputusannya”. 

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana Pasal 2, Pasal 3 dan  Pasal 14 yang 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2.b. “Kepentingan yang terbaik bagi anak”; 

Pasal 3    “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya 

hak-hak anak agar dapat  hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya 

anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.  

Pasal 14  “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, 

kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa 

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan 

pertimbangan terakhir”. 

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas 

anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak 

mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan 

mempertimbangkan apakah Terbanding ataukah Pembanding  yang patut 
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diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-

hak anak dan masa depannya; 

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu   

(nama saksi) dan (nama saksi) yang menerangkan diatas sumpahnya bahwa 

Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan selama berumah tangga telah 

dikaruniai seorang anak bernama (nama anak), usia sekarang kurang lebih 3 

tahun dan setelah perceraian anak berada pada Tergugat bersama istri 

barunya, sedangkan Tergugat bekerja di Jakarta dan sesekali pulang ke 

rumah sehingga selama ini diasuh ibu sambung, sedangkan Penggugat ingin 

bertemu anak dipersulit oleh ibu sambung, bahkan untuk mengajak bermain 

ke luar dilarang sama istri baru Tergugat dan orang tua Tergugat, sedangkan 

Penggugat bekerja sebagai PNS/guru; 

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu 

(nama saksi) dan (nama saksi) yang menerangkan diatas sumpahnya bahwa 

Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan selama berumah tangga telah 

dikaruniai seorang anak bernama (nama anak), usianya 3 tahun dan setelah 

perceraian anak ada pada Tergugat, dan sekarang diurus oleh istri baru dari 

Tergugat karena Penggugat tidak sanggup mengurusnya dan diserahkan 

kepada saksi; 

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam 

menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang 

belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian 

pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat 

putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang  belum mumayyiz berhak 

mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena  anak Pembanding dan 

Terbanding, telah ternyata baru berusia kurang lebih 3 tahun atau belum 

mumayyiz, dimana pada usia anak tersebut (balita) masih membutuhkan 

belaian dan kasih sayang dari seorang ibu; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut 

Penggugat sebagai seorang PNS/Guru sesibuknya PNS/Guru masih dapat 

mengawasi dan meluangkan waktu setiap harinya demi tumbuh dan 

perkembangan anak tersebut, sedangkan Tergugat yang bekerja di Jakarta 
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hanya bisa bertemu anak bilamana pulang ke rumah (yang atas 

pengakuannya setiap dua hari sekali pulang ke rumah) sehingga hanya bisa 

mengawasi perkembangan dan memberikan kasih sayang kepada anak tidak 

setiap saat, terlebih lagi selama Tergugat di Jakarta anak tersebut setiap 

harinya diasuh oleh Ibu sambung/ibu tiri; 

Menimbang, bahwa Terbanding  sebagai ibunya akan lebih bisa 

mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung daripada 

pihak Pembanding yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai 

tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan 

lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah daripada urusan 

mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada 

orang tua atau istri barunya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang 

diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh 

neneknya atau ibu tirinya; 

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dan ketentuan hukum yang 

berlaku  serta setelah memperhatikan jawaban replik maupun duplik tersebut 

serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, sehingga pada usia anak 

yang masih dibawah 5 (lima) lima tahun masih membutuhkan kasih sayang 

dari  seorang ibu, sedangkan pada kenyataannya setiap ingin mengajak jalan 

anak Pembanding selalu menghalanginya, lagi pula selama ini anak diasuh 

ibu sambung, maka demi perkembangan mental dari anak tersebut layak dan 

patut bilamana anak tersebut diasuh dan berada pada Terbanding selaku ibu 

kandungnya, hal ini sesuai pula dengan maksud dari ketentuan Pasal 2 Huruf 

b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; 

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut saat ini berada pada 

Pembanding, maka diperintahkan kepada Pembanding untuk menyerahkan 

anak tersebut kepada Terbanding secara sukarela dan apabila tidak bersedia 

melakukan secara sukarela agar pelaksanaannya diserahkan sesuai 

mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku; 

Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai 

pula ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
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Tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 41 huruf (a) dan (b) dan Pasal 45 Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaharui 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta berdasarkan SEMA 

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa Ibu dan Bapak sama-sama 

mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, 

sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, 

namun demikian oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada 

Terbanding sebagai Ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak 

terhadap Ayahnya (Pembanding), maka Pembanding harus tetap diberikan 

hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, 

mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata-mata demi 

kebaikan dan perkembangan anak, untuk itu Terbanding harus memberi 

akses seluas-luasnya kepada Pembanding sesuai dengan situasi dan kondisi, 

dan apabila tidak memberikan akses tersebut maka  dapat diajukan 

pencabutan hak tersebut, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan 

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga 

diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat 

Banding sebagai dasar putusannya;  

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan 

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi 

Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian Bapak 

bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang 

diperlukan anak, sedangkan besarnya kebutuhan anak pada saat ini  dan 

setelah memperhatikan keadaan dan kondisi Pembanding, Majelis Hakim 

Tingkat Banding berpendapat dengan bertambahnya usia anak juga adanya 

inflasi maka diperlukan kebutuhan yang meningkat pula, sehingga besarnya 

nafkah anak tersebut patut dipertahankan diluar biaya pendidikan dan 

kesehatan, oleh karena itu apa yang menjadikan pertimbangan dan putusan 

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga 



 

Hlm. 12 dari 14 hlm. Pts. No. <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. 

diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan sendiri sebagai dasar 

putusannya;  

DALAM REKONVENSI:  

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam 

Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi 

pertimbangan dalam Rekonvensi ini; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap tuntutan Pembanding 

juga berkenaan dengan hak asuh anak, Majelis Hakim Tingkat Banding 

berpendapat oleh karena terhadap hak asuh anak telah dipertimbangkan dan 

ditetapkan berada pada Terbanding selaku Ibu kandungnya sebagaimana 

telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi, maka tuntutan Pembanding 

tentang hak asuh anak tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut pada 

bagian Rekonvensi ini, oleh karena itu harus ditolak, sehingga apa yang 

menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang 

hal ini sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan menjadi 

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar 

putusannya; 

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam 

memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan 

Agama Cianjur tersebut dibatalkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak 

harus meninjau serta mempertimbangkan satu demi satu tentang apa saja 

yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, jika Majelis 

Hakim Tingkat Banding menurut kenyataan telah menyetujui alasan-alasan 

yang dijadikan dasar dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh 

karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima untuk 

dipertimbangkan sehingga patut ditolak; 

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan 

oleh Terbanding  yang pada pokoknya memohon Putusan Pengadilan Agama 

Cianjur tersebut dikuatkan, oleh karena itu dapat diterima untuk 

dipertimbangkan;  
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DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas maka pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Cianjur  

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cjr. tanggal 4 Juli  2022 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1443 Hijriah tersebut patut dipertahankan dan 

dikuatkan; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan  Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya  yang  timbul dalam Tingkat  Banding  

dibebankan kepada Pembanding; 

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta dalil-dalil hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat 

diterima; 

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/ PA.Cjr. tanggal 4 Juli 2022 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1443 Hijriah; 

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara 

pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu 

rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung  pada  hari Rabu, tanggal 21 September 

2022, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444 Hijriah oleh kami H. Imam 

Ahfasy, S.H. sebagai  Hakim  Ketua  Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. 

dan  Drs. H. Hikmat Mulyana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota 

yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 6 

September 2022,  putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam 
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sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi 

para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad S.Ag., M.M., sebagai 

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding. 

Ketua Majelis, 

ttd.  

H. Imam Ahfasy, S.H. 

Hakim Anggota, Hakim Anggota, 

 ttd.  ttd. 

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. Drs. H. Hikmat Mulyana, M.H. 

Panitera Pengganti 

ttd. 

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. 

Biaya Perkara: 

1. Biaya Proses  : Rp130.000,00 

2. Redaksi : Rp  10.000,00 

3. Meterai : Rp  10.000,00 

 Jumlah :  Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). 

 

Untuk salinan sesuai dengan aslinya 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

Panitera, 

 

 

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H. 

 

 


